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ABSTRAKSI 

Nama                        : Nailul Marom 

NIM                          : 202010110311350 

Judul                         : Hak Tanggungan yang Dibebankan pada Jaminan 

Hak Atas Tanah Milik Anak di Bawah Umur (Studi 

Pada Kantor Notaris/PPAT Herny Wahdaniyah 

Wahab, S.H., M.Kn di Kabupaten Malang) 

Dosen Pembimbing   : 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I. 

2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. 

 

Pemberian hak tanggungan melibatkan perjanjian jaminan pelunasan hutang 

antara pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan. Kedua pihak dalam 

perjanjian tersebut harus memiliki kecakapan hukum. Namun, dalam proses tersebut 

terlibat anak di bawah umur sebagai pemilik haknya dan ia tidak dapat melakukan 

perbuatan hukum sendiri. Mengingat bahwa dalam pengaturan hukum hak tanggungan, 

pemberi hak tanggungan harus memiliki kewenangan hukum atas tanah yang 

dijaminkan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung 

oleh anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian empiris (field-research) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang 

menyangkut hak tanggungan yang dibebankan pada jaminan hak atas tanah milik anak 

di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak tanggungan pada tanah 

milik anak di bawah umur dilakukan dengan adanya perjanjian kredit. Sertifikat tanah 

diperbarui untuk mencantumkan pemilik hak yang baru akibat pewarisan. Selanjutnya, 

penetapan perwalian dari Pengadilan juga diperlukan untuk dapat diwakili haknya. 

Dalam hal ini, SKMHT digunakan untuk mengikat APHT yang harus dibuat oleh PPAT 

sesuai keberadaan tanah. APHT mencakup janji terkait hak tanggungan dan harus 

melibatkan pihak terkait serta saksi. Dengan demikian, penerapan hak tanggungan 

tersebut harus mematuhi persyaratan hukum untuk memastikan perlindungan bagi 

pihak yang terlibat. Hambatan yang timbul dalam penerapan tersebut meliputi 

kebutuhan dokumen tambahan, ketidaklengkapan berkas, kurangnya pemahaman 

nasabah, dan proses administrasi yang rumit. Keterlambatan ini menimbulkan proses 

hak tanggungan menjadi tertunda. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut perlu 

dilakukan edukasi kepada semua pihak terkait persiapan dokumen yang matang untuk 

memperlancar proses tersebut.  

Kata Kunci : Anak di bawah umur, Perwalian, Hak Tanggungan, Hukum 
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ABSTRACT 

Name                        : Nailul Marom 

NIM                          : 202010110311350 

Judul                         : Mortgage Rights Imposed on Guarantees of Land Rights 

of Minors (Study at the Notary/PPAT Office Herny 

Wahdaniyah Wahab, S.H., M.Kn in Malang Regency) 

Adviser    : 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I. 

2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. 

 

Granting of mortgage rights involves a debt repayment guarantee agreement 

between the mortgagee and the mortgagee. Both parties in the agreement must have 

legal capacity. However, in the process, a minor is involved as the owner of the rights 

and he cannot carry out legal acts himself. Given that in the legal regulation of 

mortgage rights, the mortgagee must have legal authority over the land that is being 

pledged. Therefore, the agreement cannot be made directly by a minor. The type of 

research used in this study is empirical research (field-research) with a sociological 

legal approach method concerning mortgage rights imposed on the collateral of land 

rights owned by minors. The results of this study indicate that mortgage rights on land 

owned by minors are carried out with a credit agreement. The land certificate is 

updated to include the new owner of the rights due to inheritance. Furthermore, the 

determination of guardianship from the Court is also required so that his rights can be 

represented. In this case, the SKMHT is used to bind the APHT which must be made by 

the PPAT according to the existence of the land. APHT includes promises related to 

mortgage rights and must involve related parties and witnesses. Thus, the 

implementation of the mortgage must comply with legal requirements to ensure 

protection for the parties involved. Obstacles that arise in the implementation include 

the need for additional documents, incomplete files, lack of customer understanding, 

and complicated administrative processes. This delay causes the mortgage process to 

be delayed. So to overcome these obstacles, it is necessary to educate all parties 

regarding the preparation of mature documents to facilitate the process. 

Keywords: Minors, Guardianship, Mortgage Guarante, Law 
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